Dadi J. Iskandar
Pentingnya Membangun Iklim Komunikasi Organisasi

dalam Birokrasi Pemerintah

Kurhayadi
Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Publik

Toni Heryadi
Analisis Wacana Pidato Politik

Susilo Bambang Yudhoyono
Sebagai Calon Presiden Republik Indonesia 2009-2014

H. Sofyan Usman
Pemecahan Masalah Melalui Pendekatan Sistem
dalam Masalah Menurunnya Minat Masuk

Ke Perguruan Tinggi (Universitas)

Harjoko Sangganagara
Pancasila di Tengah Globalisasi

B < [ o [ -7 [amivs oo | s sn




ISSN 1907 - 5502

dministrat@r

TR

Vol. 3 NO.2 Agustus 2010

Penerbit
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM)
STIA Bagasasi

Pelindung
H. Djoemad Tjiptowardojo
(Ketua STIA Bagasasi)

Penanggung jawab
Dadi J. Iskandar
(Ketua LPPM)

Ketua Penyunting
Silahudin

Penyunting
Dadi J. Iskandar
Cecep Pujawirawan
Silahudin
Bambang Soelistiyono
Rudy Supangkat

Layout
Adhy M. Nuur

Tata Usaha dan Sirkulasi
Moch. Idris
Ahis Mukti Ali
Anwar
Musolini
Pauji Saleh

Alamat
Kampus STIA Bagasasi|
Jin. Cukang Jati No. 5 Gatot Subroto Bandung 40273
Telp/ 022-7306538 Fax. 022-7331036

E-Mail
Jjumal_adm_stiabgs@yahoo.com

Jurmnal Administratur terbit tiga kali dalam satu tahun, yang fokus kajian diarahkan
pada masalah-masalah Administrasi Publik dan Politik (kontem-porer/ klasik),
baik berbentuk essay dan atau hasil penelitian. Penyunting, menerima tul isan
dari berbagai kalangan yang belum pernah diterbitkan, di-kefik dalam spasj
rangkap, panjangnya antara 10 - 20 halaman A4 )




Daftar Isi
’ ISSN 1907 . 550

dministrat|<|p
T U R N _A R

Vvol. 3 NO.2 Agustus 2010

Pengantar | ii
DaftarIsi l iv

Dadi J. Iskandar . g |
Pentingnya Membangun Iklim Komunikasi Organisasi
dalam Birokrasi Pemerintah | 1 - 23

Harjoko Sangganagara
Pancasila di Tengah Globalisasi | 24-39

Kurhayadi
Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Publik I 40-50

Sofyan Usman

Pemecahan Masalah Melalui Pendekatan Sistem
dalam Masalah Menurunnya Minat Masuk

Ke Perguruan Tinggi (Universitas) | 51-58

Toni Heryadi
Analisis Wacana Pidato Politik
Susilo Bambang Yudhoyono

al il U |
Administraturm vor 3\ No.2\ Agustus 2010 ==




B

|~

——— Administraturm Vol 3\ No. 2\ Agustu

D
Pancasila di Tengah Gi

Pancasila di Tengah Globalisasi

oleh

Harjoko Sangganagara
Staf Pengajar STIA Bagasasi

Abstrak

) Masalah globalisasi bukan melulu eksploitasi kerusakan ling-

kungan, tetapi juga proses dehumanisasi. Globalisasi pada bidang
ekonomi melahirkan negara-negara industri raksasa dan korpo-
rasi perdagangan raksasa, di sisi lain memarjinalkan negara-negara
miskin. Globalisasi dalam bidang politik mengakibatkan semakin
berkurangnnya kekuasaan negara karena perkembangan eko-
nomi dan budaya global. Globalisasi budaya men, yebabkan dunia
dewasa ini dalam keadaan kacau (chaos).

Paradoks lain yang dimunculkan oleh globalisasi adalah muncul-
nya kesenjangan yang semakin besar antara negara-negara maju
dan negara-negara berkembang. Disisi lain, kesenjangan itu juga
terjadi di dalam negara-negara tersebut, yaitu antara masyarakat
kaya dan miskin. Beruntung kita mempunyai kearifan dan kemau-
an politik untuk menjabarkan ideologi nasional ke dalam strategi,
kebijakan pokok serta pogram-program pembangunan yang kon-
kret. Selain itu, bahwa tentu saja ideologi nasional kita, Pancasila,
adalah ideologi yang terbuka. Secard implisit, hal itu mencakup

makna, bahwa ideologi nasional kita adalah ideologi yang dermo-

| ] itik hendak-
e i kearifan dan kemauan politik he
's. Komitmen, konsensus, s e

nya memberi refleksi dan aktualisast, ; : »
rakat, dihayati, dan memberikan motivasi sekaligus komitmen bﬁ?_
sama, termasuk dalam menghadapi dan meng_anﬂdﬁpa:;aiya
kembangan zaman millennium ketiga, yand ditanaal
perubahan lingkungan strategis global
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L Globalisasi

Mcluhan yang merupakan seo
rang pemikir komunikasi pada tahun
1964 telah melontarkan konsepnya me-
ngenai The Global Villoge, namun kon-
sep giobaksasi baru masuk kajian dunia
universitas pada tahun 80-an sebagai
suatu pengertian sosiologi yang dice-
tuskan oleh Roland Roberston dari Uni-
versity of Pittsburgh, meskipun secara
umum globalisai dianggap sebagai su-
atu pengertian ekonomi (Tilaar, 1997:
15).

Tabb (2001:10) mengatakan bah-
wa definisi globalisasi merupakan se-
buah kategori luas yang mencakup ba-
nyak aspek dan makna. Selanjutnya dia
mengatakan bahwa:

“Istilah tersebut berarti sebuah
proses saling keterhubungan antar ne-
gara dan masyarakat. Ini adalah gam-
baran bagaimana kejadian dan kegia-
tan di satu bagian dunia memiliki aki-
bat signifikan bagi masyarakat dan ko-

munitas di bagian dunia lainnya.... Ini
bukan saja soal ekonomi tapi bahkan
meningkatnya saling ketergantungan
sosial dan budaya dari desa global yang
minum Coke dan menonton Disney”.

Malcom Waters dalam bukunya
Globalization, membuat beberapa ke-
mungkinan mengenai proses mulainya
globalisasi. Pertama, globalisasi muncul
sejak manusia hidup di bumi ini; kedua,

globalisasi lahir sejalan modemnisasiyang
dimulai dikenal peradaban Baratyang
sejalan dengan perkembangan kapi-
talisme, ketika, globalisasi merupakan

fenomena baru yang berkartan dengan
pascamdustri, pascamodern atay dis
organisasi kapitalisme. (Tilaar, 1997
16)

Proses globalisasi mempengaruhi
pada hampir keseluruhan arena kehi-
dupan manusia. Tetapi pada umumnya
meliputi arena ekonomi, politik, dan bu-
daya. Pada arena ekonomi mempenga-
ruhi dimensi perdagangan, produksi,
investasi, ideologi organisasi, pasar uang,
dan pasar kerja. Pada arena politik mem-
pengaruhi kedaulatan negara, fokus
pemecahan masalah, organisasi inter-
nasional, hubungan internasional, dan
politik budaya. Pada arena budaya mem-
pengaruhi dimensi lanskap keperca-
yaan (sacriscape), lanskap etnik (etno-
scape), lanskap ekonomi (econoscape),
dan lanskap persantaian (leisurescape).

Pandangan Marxian menganggap
arena ekonomiah yang menentukan,
sedangkan pandangan Parsonian me-
nganggap arena budaya yang menen-
tukan, sedangkan arena lainnya mengi-
kuti. Tabb (Tilaar, 2001:14) berpanda-
ngan bukan hanya pada arena itu saja
yang dipengaruhi globalisasi melainkan
baik atau buruk. Bagi mereka yang di-
untungkan cenderung menyukainya dan
tidak menghendaki campur tangan pe-
merintah. Sementara yang berfikir bah-
wa mereka dirugikan atau takut akan
kehancuran dan mahalnya ongkos so-
sial globalisasi akan usaha penyeba-
ran keuntungan secara lebih fair. Tabb
mengatakan bahwa untuk menilaiglo-
balisasi, perlu dipertimbangkan norma-
norma kultural yang dihasilkan oleh
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hukum dan tertib sosial menjunjung
tinggi HAM, mengembangkan demo.
krasi dalam berbagai lapangan kehidu-
pan dan menghargai kearifan lokal (locol
wisdom). (Dede Rosyada et.al.,2000:
10).

3. Respon terhadap Globalisasi

Kenyataan globalisasi yang bersi-
fat paradoksal telah memunculkan per-
lawanan seperti tercermin dalam pe-
ristiwa 9/11. Di Eropa, pada dekade
1970-an, protes terhadap penindasan
dimonopoli kelompok kiri. Namun se-
telah kelompok tersebut mulai mele-
nyap di era 1990-an, maka menurut Eric
Hiariej jaringan yang tersisa adalah ke-
lompok Islam Radikal. Hal tersebut ter-

cermin pada seorang mualaf Prancis
yang ikut perang Bosnia. Lionel Dumont
yang mengatakan “the muslims are
the only ones to fight for the system”.
Atau seperti yang dikatakan Moham-
mad Zarif-mantan diplomat Thaliban,
Yang mengatakan “it is common know-
ledge that American Imperialism is the
Custodian of global capitalism........ the
Capitalist world selected the Americans
as their watchdog on basis of their sa-
Vageness in WW II” (Kompas, 6 Agustus
2005),
~ Kegamangan menghadapi globa-
lisasi yang seringkali berkonotasi pa-
% kapitalisme dan imprealisme, bukan
anYa monopoli kelompok kiri dan Is-
™ radikal. Kelompok nasionalis, me-
Miliki keprihatinan yang sama. Sukar-
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N¢
), dalam Pidatonya di depan

Majeli
Umum PBB, 30 September 1;6'0'5
yang diberi judy| "Membangun Duni '
Kem-bali” in

(To Build the Worl
rvenga-takan “Nasib umat (rjn::lf::l
tidak dapat lagi ditentukan oleh
beberapa bangsa besar dan kuat”
Bangsa-bangsa yang lebih muda'
bangsa yang sedang ber-tunas,
bangsa-bangsa yang lebih kecil pur:
berhak bersuara karena mempu-nyai
tuntutan-tuntutan dan kebutuhan-
kebutuhan sehingga berhak untuk di-
dengar karena mempunyai peranan di
dunia ini dan harus memberikan sum-
bangannya.

Imprealisme dan perjuangan un-
tuk mempertahankannya, merupakan
kejahatan yang terbesar di dunia kita
ini. Indonesia berusaha membangun
suatu dunia yang baru, yang lebih baik
yang sehat dan aman, di mana terdapat
suasana damai dengan keadilan dan
kemakmuran untuk semua orang ser-
ta kemanusiaan dapat mencapai keja-
yaannya yang penuh (Tujuh Bahan Po-
kok Indoktrinasi, 1961: 129-174).

Pidato Soekarno diperkuat dengan
mengutif Al-Qur'an (S.49: 13):

“Hai, sekalian manusia, sesungguh-
nya Aku telah menjadikan kamu seka-
lian dari seorang lelakidan seorang Pe-
rempuan, sehingga kamu berba:ag:u
banﬁsa dan persuku-suku, agar g
sekalian kenal- mengenal satu sam

in. Bahwasannyayang lebih mulia dian-
;:.ra kamu sekalian; ialah siapayang le-

bih taqwa kepadaku™
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Tahun 1960-an ketika Soekarno
menyampaikan pidatonya, dunia sedang
dalam amcaman perang nuklir akibat
perseteruan antara Blok Barat yang di-
pimpin Amerika Serikat dari Blok Timur
yang di pimpin Uni Soviet. Namun Soe-
karno menolak dikotomi tersebut dan
menggalang kekuatan milyaran rakyat
di Asia Afrika seraya mengatakan bah-
wa “semua bangsa memerlukan suatu
konsepsi dan cita-cita, dan jika cita-cita

dan konsepsiitu menjadi usang, maka
bangsa itu ada dalam bahaya”.
Konsepsi yang diperlukan yang di-
maksud Soekarno adalah Pancasila, yang
dimaksudkannya sebagai alternatif dari
Declaration of Independence dan Ma-
nifesto Komunis.

a. Declaration of Independence

Declaration of Independence yang
ditulis oleh Thomas Jefferson dan ka-
wan-kawan yang kemudian diadopsi o-
leh Kongres Kontinental ke-dua pada
pertemuan di Philadelphia pada 4 Juli
1776, merupakan pernyataan kemer-
dekaan AS dari penjajahan Inggris. Dek-
larasi tersebut merupakan filosofi so-
sial politik yangisinya mengandung pe-
mikiran bahwa ada hukum alam (laws
of nature) yang menjadi standar tolok
ukur dalam penyusunan hukum; semua
manusia memiliki hak-hak alamiah yang
melekat (unalienable rights); di antara
hak-hak asasimanusia yang terpenting
adalah kehidupan, kemerdekaan dan
mengejar kebahagiaan (Life, Libertyand
pursuit of Happiness) dan fungsi peme-
rintah adalah melindungi hak-hak ter-
sebut. Pemerintah mendapatkan keku-

asaannya berdasarkan persetujuan yang
diperintah yaitu rakyat dan tergantung
pada kontraksosialyang dibuat, dengan
perjanjian bahwa pemerintah fungsj-
nya sesuai dengan keinginan rakyat dan
apabila pemerintah mengingkari fung-
siutamanya dan tidak melindungi hak-
hak rakyat dan tidak memberikan kea-
manan dan kebahagiaan (Safety and
Happiness) serta melindungi dari keku-
asaan despotis yang absolut, maka rak-
yat mempunyai hak atau kewajiban un-
tuk melakukan revolusi menyingkirkan

pemerintah tersebut dan mengganti-

kannya dengan pengawal keamanan

masa depan mereka yang baru (Ency-

clopedia AmericanaVol.8.2001:592).

Deklarasi yang merupakan ekspre-
si pemikiran AS tersebut menjunjung
hak-hak tingkat individu dalam kerang-
ka Liberalisme. Liberalisme muncul aki-
bat dari perkembangan di Eropa pada
abad ke-17, yang banyak dipengaruhi
oleh pemikiran filsafat Voltaire, Mon-
tesquieu, Rouseau dan John Locke. Li-
beralisme dalam politik adalah doktrin
bahwa undang-undang, hukum dan po-
litik harus mendukung kebebasan indi-
vidu berdasarkan keinginan rasional.
Liberalisme berasumsi bahwa setiap
individu adalah rasional, sehingga mem-
punyai hak untuk menggapaikeinginan-
keinginannya dengan menolak peran
negara. Dalam ekonomi mereka dika-
caukan dengan laissez-faire, suatu dok-
trin yang menentang aturan pemerin-
tah di bidang bisnis. Kebebasan berbis-
nis yang tiada batas di dalam keterba-
tasan sumber daya dan alat pemuas, de-
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ngan menjalankan pasar secara kompe-
titif, dan pengesahankepemilikan hak
pribadi serta penguatan kontrak. Fa-
ham free enterprise disebut juga seba-
gai free private enterprise dan indivi-
dual enterprise. Secara teroretik, faham
inimenghindari peran negara, namun
perlindungan kepemilikan pribadi, pe-
nguatan kontrak dan pencegahan mo-
nopoli memerlukan peranan pemerin-
tah. Ini semua bertentangan dengan
gagasan Adam Smith dan para pengi-
kutnya yang bereaksi terhadap campur

~ tangan pemerintah dalam masalah eko-

nomiyang merupakan ciri abad ke-17
dan 18.

Pandangan bahwa individu sela-
lubertindak rasional tidak selamanya
benar, faktanya banyak tindakan indi-
vidu yang tidak rasional dan memer-
lukan peranan negara untuk merasio-
nalkannya. Kebebasan berusaha tidak
memberikan jaminan pemerataan dis-
tribusi dan pada gilirmnnya menimbul-
kan masalah ketertinggalan sebagian
Masyarakat dan hanya membuat yang
kaya makin kaya dan yang miskin ma-
kin miskin.

b Manifesto Komunis
estc)Pr:nda kut.ub yang lain adalah Mani-
3 K°"""f"5 yang merupakan penja-
; n I\-‘l-ﬁll'msme sebagai doktrin sosial
e u;:' dan ng.ram-program politik-
49) MCV‘flopedla Americana 2001:
HMa ::;festq tersebut ditulis oleh
b an Friedrich Engels pada ta-
tahgy l;7eti_am dipublikasikan di London
r Kop fikutnya sebagai Manifest
Munistischen partei atau The

Pancasila di Tengah Globall
aisasi|

C. Manifesto of Communist Party

bab. raabnéfi?n?:f o empat

. - jelaskan tatanan
sosial di Eropa sejak Peradaban per-
budakal:! Purba. Tatanan ity pada dasar-
nya berisi sistem dimana kelas pengu-
asa memperoleh kekuatannya dari pe-
Nguasaan alat-alat prodyks;, Pengguna-
an kekuasaan oleh kelas penguasa
berakibat pada eksploitas; ekonomidan
pemaksaan politik terhadap rakyat. pe-
rubahan kelas penguasa terjadi apabila
ada penguasaan alat-alat produksiyang
lebih besar lagi. Perjuangan kelasantara
bangsawan feodal dan kapitalis akhir
abad pertengahan nampak sebagai di-
namika utama dari sejarah masa lalu.
Ekonomi menjadi faktor utama per-
kembangan politik. Atas dasar itu maka
ilmu pengetahuan dapat memahami
dorongan sejarah dan konsepsi yang
realistik dapat dibuat.

Kesimpulan yang didapat adalah
bahwa komunisme dapat dilaksanakan
sebagai pranata sosial ekonomi dengan
produktifitas yang tidak terbatas asal-
kan tidak ada kepemilikan perorangan
pada alat produksi, suatu tatanan tanpa
kelas, perjuangan kelas, eksploitasi dan
penindasan. Ketika kepemilikan pribadi
kapitalis dan persaingan menghambat
pendekatan produksi secara kolektif,
maka kelas pekerja akan menyatukan
diri untuk mengeliminasi sistem kelas.

pada Bab Kedua, berisi kelanjutan
perkembangan gagasan dalam kerang-
ka strategi politik, polemik ide‘olog!s,
dansikap psikologis. Bab Ketiga dicurah-
kan untuk mengkritik aliran-aliran so-
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sialis atau komunis lainnya. Bab Ke-
empat merupakan suatu komentar

singkat tentang kelompok-kelompok
politik pada masaiitu.

Komunisme pada dasarnya ada-
lah suatu istilah umum untuk meng-
gambarkan suatu teori atau sistem or-
ganisasi sosial yang berdasar atas pan-
dangan bahwa semua kepemilikan ada-
lah milik umum. Secara khusus komu-
nisme dapat dikaitkan dengan doktrin
yang mendorong gerakan revolusioner
yang tujuannya adalah menghapuskan
kapitalisme dan akhirnya mendirikan
suatu masyarakat di mana barang-ba-
rang dimiliki bersama dan aktifitas eko-
nomi direncanakan dan dikontrol se-
cara sosial, sedangkan pendistribusian-
nya sesuai dengan kapasitas individu
maksimal yang diberikan dan sesuai ke-
butuhan masimalnya (from each ac-
cording to his capacity, to each according
to his needs). Komunisme dibedakan
dengan sosialisme dari tujuannya, yang
melalui metode demokratis dan kons-
titusional menasionalisasi secara gra-
dual hanya terhadap alat-alat produksi
yang esensial dan mengatur distribusi
secara adil pada setiap orang sesuai
besaran dan mutu pekerjaannya (to
each person for amount and quality
of his or her work).

Somerville (Encyclopedia Ameri-
cana vol. 7, 2001:439) mengatakan
bahwa beberapa gagasan manifesto
yang dituangkan ke dalam platform
partai hanya menarik sebagai kajian
sejarah dan beberapa program politik
vang disampaikan dalam manifesto

tersebut ketinggalan zaman. Dua pulyh
lima tahun kemudian Marx melihat
perkembangan sistem demokrasi par-
lementer bahwa tujuan-tujuan buruh
dapat dicapai melalui parlemen, bah-
kan untuk perubahan radikalsekalipun.

4. |deologi Alternatif

Menyadari akan karakteristik gaga-
san dari Thomas Jefferson dan kawan-
kawan serta Marx dan Engels tersebut,
serta pertentangan diantara keduanya
yang berujung pada ancaman akan ter-
ganggunya perdamaian dunia, maka
upaya untuk menggali gagasan filosofis
dan ideologis yang dapat mewakili mil-
yaran manusia di seantero Asia Afrika
menjadi relevan dan memiliki dasar epis-
temolgis, ontologis danaxiologis.

Memasuki millenium ketiga, po-
larisasi Timur dan Barat berganti men-
jadi polarisasi kaya dan miskin, juga
mungkin polarisasi Barat dan Islam
seperti disinyalir Hutington. Dunia te-
lah memasuki apa yang dinamakan
seorang futurolog Toffler sebagai “Ge-
lombang Ketiga” yang ditandai dengan
masyarakat informasi, era informasi
atau era post industrial. Era yang di-
tandai dengan munculnya internet pa-
da tahun 1990-an ini sesungguhnya
sudah dimulai sejak tiga dasa warsa
sebelumnya.

Fukuyama menandai periode ini
dengan berbagai kondisi sosial yang
sangat butuh pada sebagian besar du-
nia industri. Kejahatan dan kekacauan

708 — __ Administraturs Vol 3\ No.2\ Agustus 2010 ———
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me bukanlah kosmopolitanisme yang

merupakan penyangkalan terhadap na-
sionalisme.

Internasionalisme yang sejati ada-

lah pernyataan dari nasionalisme yang
sejati, dimana setiap bangsa menghar-
gai hak-hak semua bangsa, baik yang
besar maupun yang kecil, yang lama
maupun yang baru. Internasionalisme
merupakan suatu tanda bahwa suatu
bangsa telah menjadi dewasa dan ber-
tanggungjawab, telah menginggalkan
sifat kekanak-kanakan mengenai rasa
keunggulan nasional atau rasial.

Internasionalisme tidak mengizin-
kan PBB dijadikan sebagai forum untuk
tujuan-tujuan nasional yang sempit, tu-
juan golongan atau tujuan mencari ke-
untungan maupun prestige nasional.

- Keempat: Demokrasi bukanlah mo-
nopoli atau penemuan dari aturan sosial
Barat. Demokrasi merupakan keadaan
asli manusia, meskipun bersifat kondi-
sional. Demokrasi mengand ung tiga
unsur pokok. Mufakat atay kebulatan
pendapat, Perwakilan dan Musyawarah,
sehingga tidak terdapat mayoritas mau-
pun minoritas,

Kelima : Keadilan Sosial, Pada ke-
adilan sosial dirangkaikan kemakmu-
ran sosial, karena keduanya tidak dapat
dipisahkan. Hanya masyarakat yang
makmur dapat merupakan masyarakat
yang adil, meskipun kemakmuran itu
sendiri bisa bersemayam dalam ke-
tidakadilan sosial. Menerima prinsip
keadilan sosial berarti menolak kolo-
nialisme dan imperialisme. Ini berarti

- Administraturs vq 3\ No.2\ Agustus 2010
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usaha yang tegas dan terpadu untyk
mengakhiri banyak dari h!ph.atan-keja
hatan sosial yang menyusahkan duna_
Ada pengakuan praktis bahwa semy3
orang adalah saudara dan bahwa se-
mua orang mempunyai tanggungjawab
bersama.
a. Dimensi Moral
Rumusan Pancasila tersebut se-

cara material memuat nilai-nilai dasar
manusiawi, yaitu nilai yang pada dasar-
nya dimiliki oleh setiap manusia, sesuaj
dengan kodratnya sebagai manusia,
sesuai dengan kecenderungan manu-
sia sebagai manusia (Wahana, 1993:73).
Karena sifatnya tersebut Pancasila dapat
dikatakan merupakan suatu bonum
honestum (nilai yang patut dikejar dan
dihormati karena dirinya sendiri), bu-
kanyang sekedar bonum utile (nilai ke-
gunaan) atau bonum delectable (nilai
yang menyenangkan keinginan dan da-
patdinikmati). Sebagai bonum hones-
tum, Pancasila merupakan suatu nilai
moral yang bersifat total, tidak seperti
nilai-nilai yang bersifat partikular. Nilai
moral menyampaikan suatu tuntunan
kepada person sebagai totalitas, maka
Wajib untuk diberi prioritas diatas se-
Mua nila partikular. Tindakan yang di-
lakukan untuk mewujudkan nilai moral
tersebut dapat disebut bernilai.

Mora| (morale) berarti tata cara
hidup, moral mengacy pada perilaku
Yang diharapkan. Menurut Lieebert,
esensi moral adalah interpersonal rela-
tionship and transaction (Djahiri, 1992:
'5)~ Sedangkan menurut Piaget, morality
s attitude of respect for persons and
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for the ruler (Duska & Whelan, 1977:8),
pengertian lain diberikan oleh Bull
(1963:3) yang mengatakan bahwa moral
perkaitan dengan “code of conduct in
society” dan “the pursuit of the good

life".

Otonomi Moral
Otonomi moral merupakan istilah
yang dirumuskan Kant (Bagus, 2002:
766). Kant membedakan istilah oto-
nomi dan heteronomi moral. Hetero-
nomimoral berarti sikap moral di mana
orang melaksanakan kewajiban bukan
berdasarkan keinsafan tetapi berdasar-
kan rasa takut, tertekan, takut berdo-
sa. Orang yang demikian hidup sesuai
dengan tuntutan lingkungannya, bukan
berdasarkan kesadaran, tetapikarena
takut ditegur, dimarahi, takut berdosa.
Sikap ini terwujud dalam hubungan
dengan orang tua, dalam sikap ter-
hadap seksualitas, dalam ketaatan ter-
hadap tuntutan agama. Ini suatu pe-
:vimpangan dari sikap moral yang se-

enarnya.
Pernyataan sikap moral yang se-
benarnya ialah otonomi moral, yang
= rtiorang taat dan menjalankan ke-
T“:;z?:::il:,arena: ia sada:: dan insyaf.
i i erarti suat-u sikap r?emf-
B u.n t:kam otonornf moral I.uta d-l-
% rendah hati menerima si-
% d"i":-'s’varakatdanaml'an-aturanvang
alamnya.

! ml;?l:nener.npatkan Intl mora-
: s, :‘:atm. Ouonorm rr_mra.il
itk melakn pada otoritas indi-
ukan pertimbangan
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__Pancasila dj lengah Gj, balis
dan nnc.lakan moral telah menjag; ala-
$an bagiada Nya gerakan anti pendidi
kan moral (Chazan,1985:9)_ Para pe’_-
fngea:cjl:;ag:g: aa" Elunti Pendidikan mora
rapa alasan o mer.mya p?da el

_ yang bersifat epistemolo-
gis karena pendidikan moral diasumsi-
kan sebagai spekulatif tigak ilmiah, ti-
dak_alamiah (“assumes that moral eduy-
cat':on is wrong because o f the specu-
lative, non scientific, non agreed upon
nature of the contents jt comeson the
young”); individualis karena asumsi
bahwa manusia ada lah unik (“he
assumptions is that there is a unigue
human sphere”); sosialis karena pen-
didikan moral biasanya diajarkan di
sekolah borjuis (“a criticism of moral
education as generally practiced in
contemporary bourgeous schools”);
emprikal evaluatif (“that moral edu-
cation... is simply not attainable in
schools“) dan struktural karena seko-
lah dianggap manipulatif (“that schools,
by the very nature of their nature, have
been proven to institutions of mani-

pulations and imposition”). Berbeda
dengan pandangan-pandangan
tersebut Durkheim justru menambah-
kan elemen moral dengan aspek disip-
lin yaitu “regularity of the conduct and
authority” dan berpandangan bahwa

“morality begins with membership of

a group;itis not related toan actwhich

has individual interest (alone)".

Abdulgani (1964:62) memaknai

Moral Pancasila dalam arti kata nor-

matif yakni faktor yang mengharuskan

manusia dalam tingkah laku kita sehari-
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hari, baik sebagai pemegang kekuasa-
an, maupun sebagai rakyat biasa. De-
ngan moral Pancasila manusia selalu
bersedia mempertanggungjawabkan
tingkah laku dan sikap tindakan ter-
sebut kepada Tuhan Yang Mahaksa;
selalu menempuh cara-cara perikema-
nusiaan dan mengutamakan jalan mus-
yawarah dan mufakat; dan selalu me-
musatkan daya-upaya kepada terlak-
sananya kebahagiaan dan keadilan di
bidang rohani dan jasmani, untuk ke-
besaran dan kejayaan jiwa Bangsa Indo-
nesia. Peneliti berpendapat bahwa
Moral Pancasila sebagaimana diung-
kapkan Abdulgani, secara psikologis
dapat dikategorikan sebagai sumber
perilaku altruistik dalam pengemba-
ngan kepribadian. Staub (1978) meng-
artikan altruisme sebagai “anact that
isintended solely in benefit to another
person or group and which provides
no material benefit to person who
commits it". Perilaku altruistik hanya
mungkin muncul dari suatu proses
pembiasaan melalui pembelajaran bu-
daya (cultural-learning). Mussen dan
Eisenberg-Berg (1977) mengatakan
bahwa yang diwarisi manusia adalah
potensi atau kemungkinan mempela-
jari berbagai perilaku sosial. Tapi apa
yang benar-benar dipelajari tergantung
pada situasi sosial,

Perilaku altruistik dan penyesuai-
ansosial merupakan produk dari social
learning dan bukan merupakan evolusi
biologis. Evolusi sosial berdasar pada

mekanisme psikologis dan sosial, bu-
kan pada faktor genetik (Phares, 1984:

558). Mengapa manusia dapat me-
ngembangkan suatu moralitas altruis-
tik, dijawab secara berbeda-beda oleh
para ahli. Pandangan yang dinamis dari
psikoanalisa, mengatakan bahwa hal
tersebut berkaitan dengan tahap-tahap

perkembangan psikoseksual. Piaget ber-

pandangan bahwa penilaian moral se-

bagai pengejawantahan kematangan

proses perkembangan kognitif.

Nyaris berpandangan sama, Kohl-
berg percaya bahwa penilaian moral
seseorang muncul melalui beberapa
tahap universal pada semua kebudaya-
an. Pemahaman perkembangan moral
dalam konteks psikologis demikian nam-
paknya belum menjadiacuan sehing-
ga proses penyadaran akan perlunya
disiplin tersandera pada tata tertib yang
artifisial. Sebagai contoh pada sebuah
penyelenggaraan diklat sebelum
pemilu 2004 kepada peserta dilaku-
kan uji air kemih untuk mendeteksi
adanya siswa yang menggunakan nar-
koba melalui Tes Urine yang diseleng-
garakan sebuah laboratorium keseha-
tan. Pada saat itu memang gencar se-
kali media massa memberitakan me-
ngenai para anggota lembaga legislatif
Yang terjerumus sebagai pengguna nar-
koba dan perilaku menyimpang lain-
nya.

Kebutuhan akan disiplin terutama
bagi para pejabat ma upun politisi sa-
ngatlah mendesak karena seperti dikata-
kan Padmadinata bahwa di atas demo-
krasi yang diperlukan Indonesia saat ini
adalah disiplin. Disiplin yang dimaksud-
kannya adalah disiplin diri termasuk
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Secara epistemologis, sejarah per-
kembangan filsafat pada periode mo-
dern (1500-1800) dibagi dalam tiga ba-
bak (Pranarka, 1987:161) : masa modem
awal yakni masa antara Descartes sam-
pai Kant; modern tengahan atau za-
man aufklarung (the enlightenment)
yakni masa antara Immanuel Kant sam-
pai Hegel dan zaman modern akhir
yakni zaman idealisme dan positivis-
me. Masa aufklarung atau pencerahan
itulah yang dikenal dengan the age of
ideology. Patriotisme, nasionalisme,
liberalisme dan sosialisme merupakan
ideologi-ideologiyang dominan.
Ideologi muncul karena wawasan
gerakan aufklarung yang bercita-cita
mengubah masyarakat, menguasai du-
nia dan membangun dunia. Wawasan
itulah yang mengubah fungsi ilmu dari
statis eksplikatif untuk mengetahui men-
jadidinamik pragmatik, yaitu untuk me-
ngubah, menguasai dan membangun.
Jaditujuanilmuadalah mengubah mas-
yarakat Selain itu ilmu tumbuh sema-
kin majemuk terutama yang berkena-
an dengan pandangan-pandangan me-
ngenai manusia, dunia, masyarakat, mo-
ral, politik, Negara dan hukum. Hal itu
mendorong tumbuhnya keinginan
membangun science of ideas, yaituilmu
yang memuat pandangan-pandangan
dari aliran-aliran pemikiran besar yang
ada.

Seperti halnya ilmu pengetahuan

yang terus berkembang, ideologi se-

bagai ilmu mengenai gagasan-gagasan
punterus berkembang mengikuti pan-
dangan manusia terhadap kehidupan

dan permasalahannya yang memer

Jukan jawaban. Ideologi-ideologi cen

derung untuk memberikan jawaban
terhadap masalah-masalah mendasar
seperti misalnya arah sejarah dan ke-
budayaan. Pada sisi lain ideologi me-
ngemukakan dalil-dalil normatif untuk
membangun dan menata dunia, mas-
yarakat, sejarah dan kebudayaan. Per-
kembangan ideologi yang mengacu pa-
da esensi bahwa ideologi adalah ke-
kuatan menumbuhkan pemikiran-pe-
mikiran ideologikal seperti nampak pa-

da facisme dan nasional-sosialisme

(Nazi). Suasana sepertiitulah yang men-

ciptakan iklim yang menegangkan se-

hingga memicu terjadinya Perang Dunia

Idanll.

Perkembangan ideologi seperti itu-
lah yang membuat nasionalisme atau
faham kebangsaan dicurigai di Indo-
nesia. Soekarno, Hatta dan the foun-
ding fathers lainnya harus bersusah
payah menjelaskan dan mengembang-
kan nasionalisme. Faham nasionalis-
me menghadapi kritik dari faham ke-
agamaan. Dialektika antara kedua fa-
ham itu dapat ditelusuri dari perde-
batan Soekarno dengan Hasan (Persis),
Soekarno dengan Agus Salim dan Soe-
karno dengan Natsir. Kendatipun per-
gulatan wacana filosofis antara ideo-
logi nasionalisme, keagamaan dan de-
terminasi ekonomi (sosialisme) telah
bertemu dalam common platform Pan-
casila, akan tetapi tidak berarti bahwa
pergulatan pada tataran pemikiran
ideologik sudah berhenti.
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